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KEPUTUSAN MENTERIT AGAMA REPIIBLTK TNIHONESIA
NOMOR 1866 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERTAN FZTN PENDIRTAN/OPERASIONAL
MADRASATT IRTIDATYAN RAUDIHOTUL ULUM
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DENGAN RATIMAT TUITAN YANG MALLA ESA

MENTERT AGAMA REPUBLIK INDONESTA,

. babwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah vang

bermuin, perlu memberikan kesempatan masvarakat melalu organisasi
berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar
nasional pendidikan:

. bahwa masa berlaku izin operastonalpendirian madrasah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ind tclah habis;

. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurul o

dan huaf b, perlu menelaphan Reputusan Meilen Agama Repoblik
Indonesia  tentang Pemberian Izin  Pendirian/Operasional  Madrasah
Ibtidm yah Raudhotul THam;

. Undang-Undang MNomor 20 Tahun 2003 tenianz Sistem Pendidikan

Wasional ([embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4301 ),

. Peraturan Pemeriniah  Nomor 48 Tahun 2008  fenting  Pendanaan

Pendidikan (TLembaran Negara Republik Indonesia 1alun 2008 Nomeor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndoncsia Nomor 48647,

. Peraturan Pemeriniah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolasn dan

Penvelengaaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indemesia Nomor
3150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Peomerintah Nomer 17
Tabun 2010 tentang Peneclolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
.embaran Negara Republik Indoneaia Nomor 5157}

. Peraturan Pomernmtah Nomor 13 Tahan 20135 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemenntzh Nomor 19 Tahun 2005 Tentang  Standar
Masional Pendidikan {Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomeor 5670);

. Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007  Standar

Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibhitdavvabh, Sekolah
Menenmb  Perlama/Madmsah  Tsanawirvah, dan  Sekolah  Mensngah
Atas/Madrasah Alivah;

6. Peraturan, .
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. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Standar Pelayanan Mimmal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana
lelah divbah menjadi Peraturan Mentenn Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Peruybghan atas Peratyran  Menteri
Pendidikan Nasional Momor 15 Tahun 2010 tentang Standar Polayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tghun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kena Instansi Vertikal Kementerian Apcama;

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penvelenggaran
Pendidikan Madrasah (Bermta Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1382);

. Keputusan Ihrektur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014

tentang Petunjuk Tekms Pondiman Madrasah yang diselenggarakan oleh
MMasvarakal:
Keputusan Dirgktur Jenderal Pendidikan lslam Nomor 5885 Tahum 2015

tentang Petunjuk Tekms Perpamjangan Tzin Pendinian Madrasah, Penerbitan

Sural Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena Hilang. dan
Penerbitan  Surat  Eeterangan Kerusakan Dokumen Lan Pendinom
MMadrasah;

. Rekomendast Kepala Kuanlor Kementerian Agama Kota Jakarma Barat

Nomor: Kd, 09.04/4/PP.00.4/7485/2015 Tanggal 20 Agustus 2015
MEMUTUSEAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDDNESIA TENTANG
PEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
BTIDAIYAH RAUDHOTUL ULUM.

Membenkan 1zm  pendinanfoperasional madrasah  kepada madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran vang mcrupakan bagian tidak
terpisahlcan dari keputusan ind.

Pemberian  1an  operasional  sebagaimana  dimaksud dalam  Diktum
KESATU dapat dicabut, apabila madrasah vang bersanghulan melakukan
pelanggaran sesnat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Koputusan mm mulan berlaku sejak tangesal ditetapkan.

Ditetapkan di  Jakarta
pada tangeal 29 Tuh 2016

an MENTERT AGAMA REPUBLIE INDONESTA
KLPALA KANTOR WILAYAH
KEEMENTERIAN AGAMA
PRD‘ﬂﬁ:’ﬁI DETJAKARTA,

L, e L ABDURRAHMAN, MAg
\ .ﬂ" NE19621 1281983031002



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPTUBLIK INDONESIA

NOMOR 1866 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASALL IBTIDATY AH RAUDHOTUL ULUM

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERTEAN
[ZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

I Namg Madrasah - MADRASAH IBTIDATY Al RAURHOTUL ULUM

2 | Nomor Statistik Madrasah 111231730041

F—— - - -

i | Alamat Madragah T Gaga Indah Rt 07/09 No. 10

Desa/Kelurahan Semanan

' Fecamalan Kalideres i
Kabupaten/Kota Jakaria Barat
| Provinsi DK Jakarta

PEmR —

- Nama Penvelenggara Yavasan Ravdhotul Ulwm Fathul Wilah

3 | Akre Motaris Penyelenppara | No. 9 - Rovani, SH - 10 junmi 2008 - 25 juni 2008

t | Pengesahan Akie MNolaris AHU-2735 AH 01,02 Tahun 2008 - 25 Jum 2008

an MENTERT AGAMA REPUBLIK INDONESIA
REFALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINS] DET JTARARTA,

o Deqi ABDURRAHMAN, M.Ag

W NP, 162 11 281983031002
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